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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  136 /PMK.01/2018 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

232/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan, 

telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;  

  b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, 

pedoman penyusunan Tata Naskah Dinas bagi lembaga 
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negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, 

perguruan tinggi negeri, dan/atau Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya mengacu 

pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 

  c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi 

antar unit organisasi di lingkungan Kementerian 

Keuangan dengan penggunaan Naskah Dinas elektronik, 

perlu mengatur kembali ketentuan pedoman tata naskah 

dinas di lingkungan Kementerian Keuangan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN  

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian 

Keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. 

2. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND 

adalah pengelolaan Naskah Dinas yang mencakup 

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan serta media 

yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 

3. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan 

administrasi yang meliputi TND, penamaan lembaga, 

singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang 

perkantoran. 

4. Instansi adalah lembaga negara, kementerian/lembaga, 

pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 

5. Pihak Lain adalah perseorangan, kelompok orang, badan 

hukum, dan organisasi di luar Instansi. 

6. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda 

Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

7. Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf 

sebagai identitas Kementerian Keuangan yang 
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dituangkan dalam bentuk segilima sama sisi yang berisi 

gambar gada terletak vertikal di tengah, di sebelah kiri 

dan kanan gambar padi dan kapas, diapit oleh gambar 

sayap, dan di bawahnya gambar pita bertuliskan Nagara 

Dana Rakca.  

8. Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang 

menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab kedinasan pada jabatan 

yang bersangkutan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pedoman 

TND yang berlaku di Kementerian Keuangan, yang meliputi 

ketentuan mengenai: 

a. jenis dan format  Naskah Dinas; 

b. penyusunan Naskah Dinas; 

c. penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian 

Keuangan, dan cap dinas dalam Naskah Dinas;  

d. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;  

e. pengelolaan Naskah Dinas; dan 

f. pengamanan Naskah Dinas. 

 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan pedoman TND di lingkungan Kementerian 

Keuangan sebagai berikut: 

a. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan 

penafsiran penyelenggaraan TND; 

b. terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur 

lainnya dalam lingkup Administrasi Umum; 

c. tercapainya kelancaran komunikasi tertulis yang efektif 

dan efisien antar unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Keuangan, dan unit organisasi di 

lingkungan Kementerian Keuangan dengan Instansi atau 

Pihak Lain dalam penyelenggaraan urusan tertentu 
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dalam pemerintahan;  

d. kemudahan pemantauan (monitoring) pemrosesan Naskah 

Dinas; 

e. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

TND; dan 

f. mengurangi frekuensi terjadinya inefektivitas pemrosesan  

penyelenggaraan TND.  

 

BAB III 

ASAS TATA NASKAH DINAS 

 

Pasal 4 

(1) Asas yang harus diperhatikan dalam TND meliputi: 

a. asas efektif  dan efisien, yaitu penyelenggaraan TND 

perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam 

penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah 

Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan 

lugas; 

b. asas pembakuan, yaitu Naskah Dinas diproses 

berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah 

dibakukan; 

c. asas pertanggungjawaban, yaitu penyelenggaraan 

TND dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, 

penulisan, format, prosedur, kearsipan, 

kewenangan, dan keabsahan; 

d. asas keterkaitan, yaitu kegiatan penyelenggaraan 

TND dilakukan dalam satu kesatuan sistem 

administrasi umum; 

e. asas kecepatan dan ketepatan, yaitu Naskah Dinas 

harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu, 

dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, 

dan distribusi; dan 

f. asas keamanan, yaitu TND harus aman dalam 

penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang 

berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi. 
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